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Abstract 


This article discusses the importance of economic empowerment of Indonesian Muslims 
through wagf productive. Wagf has been understood by the public merely provides a treasure 
that is not productive in the form of land / soil to be used as a mosgue or school by taking 
donations from the public, it is this which makes the stagnation of wagf in Indonesia, the 
wagf productive can be a solution to overcome the stagnation of the development of wadf. 
The Indonesian Ulema Council has ratified cash wagf, it makes people could donating his 
money to institutions or organizations entity endowments, other problems encountered in the 
development of wagf in Indonesia is on the development of management of endowment 
resources, it is because of the lack of of professionalism, commitment and an understanding 
of cash wagf endowments were converted into productive efforts, thus the productive 
endowments could be the active solution in poverty alleviation and economic improvement of 


the people. 
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Abstrak 


Artikel ini membahas pentingnya pemberdayaan ekonomi umat Islam Indonesia melalui 
wakaf produktif. Wakaf, selama ini dipahami oleh masyarakat sebatas memberikan harta 
yang tidak produktif berupa lahan atau tanah untuk dijadikan tempat masjid atau sekolah 
dengan mengambil sumbangan dari masyarakat, hal inilah yang menjadikan stagnasi wakaf 
di Indonesia. Padahal, ada wakaf produktif yang dapat menjadi solusi untuk mengatasi 
stagnasi perkembangan wakaf tersebut, Majelis Ulama Indonesia telah mengesahkan wakaf 
tunai, hal ini menjadikan masyarakat bisa mewakafkan uangnya ke lembaga atau organisasi 
badan wakaf. Permasalahan lain yang dihadapi dalam perkembangan wakaf di Indonesia 
ialah pada pengembanganan pegelolaan sumber wakaf, hal ini karena kurangnya tingkat 
profesionalitas, komitmen dan pemahaman tentang wakaf tunai yang dikonversi menjadi 
wakaf usaha-usaha produktif, sehingga wakaf produktif tersebut bisa menjadi solusi aktif 


dalam peningkatan ekonomi umat. 


Kata Kunci: Wakaf tunai, Wakaf Produktif, Kesejahteraan Umat. 
PENDAHULUAN 


Keadilan adalah nilai yang abstrak, tetapi hakikatnya ia menuntut suatu tindakan dan 
perbuatan yang konkrit dan positif. Pelaksanaan wakaf adalah sebuah contoh yang konkrit 
atas rasa keadilan sosial, sebab wakaf merupakan pemberian sejumlah harta benda yang 
sangat dicintai diberikan secara cuma-cuma untuk kebaikan dan juga kesejahteraan 
masyarakat. Si wakif dituntut dengan keikhlasan yang tinggi agar harta yang diberikan 
sebagai harta wakaf bisa memberikan manfaat kepada masyarakat banyak, karena keluasan 


ekonomi yang dimilikinya merupakan karunia yang sangat tinggi dari peraturan Allah Swt. 


Di tengah permasalahan sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan 
ekonomi pada saat ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat penting dan juga strategis. 
Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga 
merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). 
Oleh sebab itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan 


dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan itu sangat penting dilakukan. 


Sering kali pembahasan mengenai wakaf diarahkan kepada wakaf benda tidak 
bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya. 
Namun istilah wakaf uang belum begitu familiar di tengah masyarakat Indonesia, ini bisa 
dilihat dari pemahaman masyarakat Indonesia yang memandang wakaf hanya sebatas pada 
pemberian berbentuk barang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan yang diperuntukkan 
untuk tempat ibadah, kuburan, pondok pesantren, rumah yatim piatu dan pendidikan semata. 
Pemanfaatan benda wakaf masih berkisar pada hal-hal yang bersifat fisik, sehingga tidak 
memberikan dampak ekonomi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. 
Banyaknya harta benda wakaf yang ada di masyarakat Indonesia belum mampu mengatasi 


masalah kemiskinan. 


Padahal, benda yang bergerak, seperti uang misalnya, pada hakikatnya juga 
merupakan salah satu bentuk instrumen wakaf yang memang diperbolehkan dalam Islam. 
Saat ini dikalangan masyarakat luas mulai muncul istilah cash wagf (wakaf uang) dipelopori 
oleh M.A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh. Wakaf uang dipandang 
sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Apabila wakaf 


uang mampu dikelola dan diberdayakan oleh suatu lembaga secara profesional, akan sangat 


membantu dalam mensejahterakan ekonomi umat, memenuhi hak-hak masyarakat, serta 


mengurangi penderitaan masyarakat. 
PEMBAHASAN 


Sebelum kita membahas tentang wakaf produktif maka terlebih dahulu kita lihat 
defenisi dari wakaf tersebut. Menurut arti kata, wakaf berasal dari kata bahasa arab “wagafa” 
yang artinya menahan sesuatu atau berhenti ditempat. Pengertian menahan sesuatu 
dihubungkan dengan harta kekayaan, pada zaman sekarang ini sering diperhitungkan dengan 
sejumlah uang yang bersimbul angka dan berlaku secara sah dalam setiap negara. Kemudian 
pembayarannya dalam bentuk cash atau tunai dari kekayaan yang dimiliki seseorang, itulah 


yang dimaksud dengan wakaf tunai. 


Dasar syariah dari wakaf tunai memang tidak disebutkan langsung secara tegas dalam 
Alguran, tetapi makna ayat berikut dapat dijadikan sandaran hukum wakaf yang di dalamnya 


tentu termasuk wakaf tunai. Ini seperti firman Allah dalam Alguran: 
NIP as DN YP oa Wa Ya Sa Us 


Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu 
menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka 


sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Al-Imron: 92) 


Sebagai catatan, tafsir terhadap lafadz, “tunfigu mimma tuhibbuna” bahwa yang 
dimaksudkan adalah menafkahkan harta milik yang dicintai dan cara menafkahkan tentu 
menjadi bermacam-macam cara, seperti melalui sedekah. Ternasuk di dalamnya adalah 
melalui cara wakaf, dan wakaf dapat lebih khusus lagi dengan cara yang selama ini belum 


banyak dipraktekkan dan dikembangkan, yakni dengan mewakafkan uang secara tunai. 


Sebagai dasar hukum sumber kedua yaitu sunah, maka dapat disandarkan kepada 
sabda Rasulullah Muhammad saw. yang artinya sebagai berikut: “Apabila anak Adam 
(manusia) itu meninggal dunia, putuslah seluruh amal perbuatannya kecuali tiga perkara, 
yaitu: shadagah jariyah yang pernah dibayarkan, ilmu yang dimiliki dan bermanfaat kepada 


orang lain serta anak shaleh yang selalu memberikan do'a kepadanya”. (HR. Muslim). 


Sebagai penjelasan hadis di atas, pada lafadz “shadagah jariyah” menjadi bermacam- 
macam cara orang untuk melakukan sedekah, termasuk di dalamnya dengan cara 


menyisihkan harta untuk diwakafkan. 


Mengenai dasar hukum ketiga, yang dapat diambil dari ijtihad, hukum wakaf tunai 
dapat difahami sebagai pengembangan pemikiran dari adanya ketetapan, bahwa wakaf 
walaupun secara langsung tidak disebutkan dalam nash secara gath'i yakni dalam Alguran 
dan sunah, namun tidak terdapat perbedaan pendapat para ulama untuk mengamalkan wakaf 
kecuali hanya khilafiah pada pengertian zat yang harus abadi atau tidak tentang harta yang 
boleh diwakafkan. 


Wakaf produktif adalah sebuah skema pe- ngelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu 
dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang 
berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, 
maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah 
yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan 


pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 


Pada dasarnya, wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat 
memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan 
peruntukannya (mauguf “alaih). Orang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin 
Khatthab yang mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaibar. Kemudian kebun itu 
dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat. Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif 
dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ironinya, di 
Indonesia banyak pemahaman masyarakat yang mengasumsikan wakaf adalah lahan yang 
tidak produktif bahkan mati yang perlu biaya dari masyarakat, seperti kuburan, masjid dan 


lain-lain. 


Bagi kalangan yang membolehkan wakaf uang dari kalangan Malikiyah, Hanafiyah, 
dan Hanabilah seperti Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa wakaf uang dapat dikelola secara 
mudharabah, sedangkan keuntungannya diserahkan kepada mauguf “alaihi, dengan tetap 
menjaga tetapnya pokok harta wakaf uang. Muhammad bin Abdullah al-Anshari murid dari 
Zufar berpendapat bahwa wakaf uang ini dilakukan dengan cara menginvestasikannya dalam 
bentuk mudharabah dan keuntungannya disedekahkan pada mauguf “alaihi. Tidak berbeda 
dengan pendapat ulama di atas, ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili pun juga 


berpendapat bahwa mewakafkan uang dibolehkan, tetapi dengan cara menjadikannya modal 


usaha dengan prinsip mudharabah, dan keuntungan diserahkan kepada mauguf alaihi. 
Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha itu, dapat 


bertahan lama dan banyak manfaatnya untuk kemaslahatan umat. 


Menurut Muhammad al-Khatib al-Syarbaini, untuk pengembangan wakaf, Nadzir 
dapat mem- bangun bangunan di atas tanah wakaf seperti pertokoan atau perumahan yang 
disewakan walaupun wakif tidak memberikan syarat apa pun. Hal ini dilakukan karena 


terdapat kemaslahatan yang lebih utama dan manfaat yang dapat dirasakan oleh mustahik. 


Berkaitan dengan investasi ijarah ini, Monzer Kahf juga menawarkan model untuk 
membiayai proyek-proyek wakaf dalam bentuk pertama, pembiayaan hukr (sewa jangka 
panjang dengan pembayaran di muka). Dalam model ini, penyewa dapat membangun di atas 
tanah wakaf dengan dana sendiri sepanjang ia membayar sewa kepada nazir secara berkala. 
Kedua, model pembiyaan ijaratain (sewa dengan dua kali pembayaran). Hanya saja pada 
investasi musyarakah, resiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit karena 
modal ditanggung bersama oleh pemilik modal. Investasi ini memberi peluang bagi pengelola 
wakaf untuk menyertakan modalnya pada sector usaha kecil menengah yang dianggap 


memiliki kelayakan usaha, tapi kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. 


Menurut Monzer Kahf, model pembiayaan murabahah pada proyek ini mengharuskan 
pengelola wakaf menjalankan fungsi sebagai pengusaha dalam mengendalikan proses 
investasi untuk membeli peralatan materil yang dibutuhkan melalui kontrak murabahah yang 
pembiayaannya berasal dari bank syariah. Nadzir wakaf berhutang pada lembaga perbankan 
untuk membeli peralatan ditambah dengan mark up pembiayaan. Hutang ini diayar dari hasil 
pengembangan wakaf. Jadi investasi murabahah dapat dilaksanakan melalui kerja sama 
dengan pihak bank syariah, misalnya janji untuk membeli barang oleh nazir dengan margin 


yang disepakati bersama. 


Investasi harta wakaf dalam bentuk lain bisa dilakukan dalam bidang pertanian. 
Menurut Musthafa Syalabi, dapat dilakukan dengan cara menanami tanah wakaf untuk 
pertanian atau perkebunan, baik dengan cara menyewakan, maupun dengan cara kerjasama 
bagi hasil seperti muzaraah dan musagah, atau nadzir sendiri yang mengelola tanah tersebut. 
Muzara ah adalah akad kerjasama terhadap tanah pertanian berdasarkan bagi hasil, sedang 
musagah adalah akad yang mempekerjakan seseorang untuk menyiram, memelihara, dan 
menjaga tanaman atas dasar bagi hasil. Hal ini jelas akan memberi dampak positif bagi 


pemberdayaan ekonomi masyarakat. 


Karena minimnya regulasi yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, maka 
tidaklah heran jika perkembangan wakaf di Indonesia mengalami stagnasi. Stagnasi 
perkembangan wakaf di Indonesia mulai mengalami dinamisasi ketika pada tahun 2001, 
beberapa praktisi ekonomi Islam mulai mengusung paradigma baru ke tengah masyarakat 
mengenai konsep baru pengelolaan wakaf uang untuk peningkatan kesejahteraan umat. 
Ternyata konsep tersebut menarik dan mampu memberikan energi untuk menggerakkan 
stagnasi perkembangan wakaf. Kemudian pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
menyambut konsep tersebut dengan mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang 


(wagf al-nugud). 


Fatwa MUI tersebut kemudian diperkuat oleh hadirnya Undang-Undang No. 41 
Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya benda tidak 
bergerak, tetapi juga dapat berupa benda bergerak, seperti uang. Selain itu, diatur 
pulakebijakan perwakafan di Indonesia, mulai dari pembentukan nadzir sampai dengan 
pengelolaan harta wakaf. Untuk dapat menjalankan fungsinya, Undang-Undang ini masih 
memerlukan perangkat lain yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama tentang 
Wakaf Uang yang akan menjadi juklak dalam implementasinya, serta adanya Badan Wakaf 
Indonesia (BWI) yang akan berfungsi sebagai sentral nadzir wakaf. Setelah melalui proses 
panjang, pada penghujung tahun 2006 terbitlah Peraturan Pemerintah No. 42/2006 Tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf. Setelah itu, pada juli 2007 keluar Keputusan Presiden 
Republik Indonesia nomor 75/M tahun 2007 yang memutuskan dan mengangkat keanggotaan 


BWI periode 2007-2010. 


Munculnya Undang-undang Nomor 41 tentang wakaf adalah titik terang perwakafan 
di Indonesia. Menurut undang-undang ini secara surat telah membagi harta benda wakaf 
kepada benda wakaf bergerak dan tidak bergerak. 10 Benda tidak bergerak meliputi tanah, 
bangunan, tanaman, satuan rumah susun dan lain-lain. Sedangkan benda wakaf bergerak 
meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak 
sewa dan lain-lain. (pasal 16). Adapun Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta 
benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Jadi menurut undangundang 
ini secara tersirat arti produktif adalah pengelolalaan harta wakaf sehingga dapat 
memproduksi sesuai untuk mencapai tujuan wakaf, baik benda tidak bergerak maupun benda 


bergerak. 


Wakaf produktif yang dipelopori Badan Wakaf Indonesia adalah menciptakan aset 
wakaf yang benilai ekonomi, termasuk dicanangkannya Gerakan Nasional Wakaf Uang oleh 
Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 Januari 2010. Wakaf uang sebagai fungsi 
komoditi selain fungsi nilai tukar, standar nilai, alat saving adalah untuk dikembangkan dan 


hasilnya disalurkan untuk memenuhi peruntukannya. 


Maka, wakaf produktif dapat berbentuk wakaf tunai yaitu wakaf uang yang dalam 
bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih 
produktif, karena uang di sini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang 
dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. Wakaf tunai dibolehkan oleh 
madzhab hanafi dan maliki. Lebih lanjut, MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa wakaf tunai 
dibolehkan baik itu dilakukan oleh individu maupun kelompok. Selain fatwa MUI, 
pemerintah melalui DPR juga telah mengesahkan undang-undang no.41 tahun 2004 tentang 


wakaf, yang di dalamnya juga mengatur bolehnya wakaf berupa uang. 


Secara umum definisi wakaf uang tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang 
tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum, 
yang tidak mengurangi nilai ataupun jumlah pokoknya. Di Indonesia wakaf uang tunai relatif 
baru dikenal. Wakaf uang tunai adalah objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang 
merupakan harta tak bergerak. Wakaf dalam bentuk uang tunai dibolehkan, dan dalam 
prakteknya sudah dilaksanakan oleh umat Islam. Manfaat wakaf uang tunai antara lain bagi 
seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa 


harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. 


Melalui wakaf uang, aset-aset berupa tanah- tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan 
dengan sarana yang lebih produktif untuk kepentingan umat. Dana wakaf tunai juga bisa 


membantu sebahagian lembaga-lembaga pendidikan Islam 


Selanjutnya adalah sertifikat wakaf tunai yaitu instrumen yang sangat potensial dan 
menjanjikan, yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. 
Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun 
lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk 


kesejahteraan masyarakat. 


Sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial tersendiri 


atau dapat juga menjadi salah satu produk dari institusi perbankkan syariah. Sertifikat wakaf 


tunai bertujuan a) Membantu dalam pemberdayaan tabungan sosial, b) Melengkapi jasa 
perbankkan sebagai fasilitator yang menciptakan wakaf tunai serta membantu pengelolaan 


wakaf. 


Kemudian wakaf produktif selanjutnya adalah wakaf saham. Saham sebagai barang 
yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasilhasil yang dapat didedikasikan 
untuk umat. Bahkan dengan modal yang besar, Saham malah justru akan memberi kontribusi 
yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain. Lebih lanjut pemerintah juga 
telah menerbitkan instrument pasar modal untuk dapat menjadi asset wakaf yaitu wakaf 
linked sukuk yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan dan melestarikan harta 


wakaf. 


Salah satu bentuk wakaf produktif dalam ijtihad ulama masa kini adalah bentuk wakaf 
uang yang memang belum lama dikenal di Indonesia. Padahal wakaf uang tersebut 
sebenarnya sudah cukup lama dikenal di dunia Islam lainnya, yakni sejak zaman kemenangan 
dinasti mamluk, para ahli fikih memperdebatkan boleh atau tidaknya uang untuk diwakafkan. 
Ada sebagian ulama yang membolehkan wakaf uang, dan sebagian ulama melarangnya, dan 
masing-masing mempunyai alasan yang memadai. Meskipun wakaf uang sudah dikenal pada 
masa Imam Mazhab, namun wakaf uang baru akhir-akhir ini mendapat perhatian para ilmuan 
dan menjadi bahan kajian intensif. Di berbagai Negara Islam, Wakaf Uang sudah lama 
menjadi kajian, dan bahkan sudah dipraktekkan serta diatur dalam peraturan perundang- 
undangan. Yang menjadi masalah di berbagai tempat baik di Indonesia maupun di Negara 
lain adalah pengelolaannya, tidak jarang wakaf dikelola dengan manajemen yang kurang 
bagus sehingga dapat mengakibatkan nilai atau benda wakaf tersebut berkurang atau hilang. 
Padahal, jika wakaf uang ini diatur, dikelola, dan dikembangkan dengan baik, tentu akan 


membawa dampak yang begitu besar dalam masyarakat. 


Perkembangan ekonomi dan pembangunan yang mengacu timbulnya gagasan adanya 
wakaf uang di antaranya karena berkembangnya sistem perekonomian Islam. Sistem ekonomi 
dalam Islam tidak hanya terkait dengan masalah ekonomi abadi manusia, melainkan juga 
terkait dengan anjuran Ilahi sebagaimana termaktub dalam Alguran dan Sunnah. Selain itu, 
sistem ekonomi Islam juga mengacu pada peningkatan output dari setiap jam kerja yang 
dilakukan. Wakaf uang telah membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi guna 
memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan orang- 


orang kaya dapat dimanfaatkan dengan menukarkannya dengan Cash-Wagf Certificate. Hasil 


pengembangan wakaf yang diperoleh dari sertifikat tersebut, dapat dimanfaatkan untuk 
tujuan-tujuan yang bermacam-macam seperti tujuantujuan wakaf itu sendiri. Ini sekaligus 
dapat mengubah kebiasaan lama di mana kesempatan wakaf seolah-olah hanya untuk orang- 


orang kaya saja. 


Secara konseptual, wakaf uang mempunyai peluang yang unik untuk menciptakan 
investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan dari masyarakat 
yang mempunyai penghasilan menengah ke atas dapat dimanfaatkan melalui penukaran 
dengan Sertifikat Wakaf Uang (SWU), sedangkan pendapatan yang diperoleh dari 
pengelolaan wakaf uang dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, di antaranya untuk 


pemeliharaan dan pengelolaan tanah wakaf. 


Bentuk lain dari investasi wakaf uang adalah dengan cara istibdal, yaitu mengalihkan 
uang ke benda tak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut bisa kekal. 
Istibdal dapat dilakukan dalam bentuk pembelian benda-benda yang dimanfaatkan dalam 
jangka waktu lama atau diinvestasikan dalam kegiatan bisnis sehingga nilai harta wakaf tetap 


terjaga. 


Sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang- Undang No 41 Tahun 2004 tentang 
wakaf, saat ini di Indonesia banyak perbankan syariah dan lembaga pengelola wakaf 
meluncurkan produk dan fasilitas yang menghimpun dana wakaf uang dari masyarakat. 
Seperti Baitul Mal Muamalat yang meluncurkan Wagf Uang Muamalat, Dompet Dhuafa 
Republika yang meluncurkan Tabung Wakaf Indonesia, dan lembaga wakaf nasional yang 
dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Wakaf pada tahun 2007 yaitu Badan Wakaf 


Indonesia. 


Lembaga-lembaga di atas telah banyak membuat program untuk mewujudkan 
keadilan sosial yang dihasilkan dari investasi dana wakaf yang dihimpun dari masyarakat, 
seperti pembentukan rumah sakit, sekolah, dan kampung peternakan yang berpotensi 
mengembangkan wakaf uang untuk membangun kesejahteraan masyarakat secara luas dan 
berkesinambungan. Program-program yang telah dicanangkan oleh lembaga wakaf di 
Indonesia dengan mengelola dana wakaf uang dalam bentuk ini adalah dalam upaya agar 
harta wakaf lebih berkembang manfaat ekonomi dan sosialnya. Contohnya saja, 
penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf uang pada Tabung Wakaf Indonesia yang hasil 
pengelolaannya disalurkan pada bidang pendidikan, ekonomi, dan bidang sosial. Selain itu, 


hasil pengelolaan yang di peroleh oleh Badan Wakaf Indonesia disalurkan pada bidang 


pendidikan dan kesehatan. Dari pemaparan di atas, terlihat bahwa sudah banyak lembaga- 
lembaga wakaf di Indonesia yang mencoba untuk mengelola wakaf uang secara produktif 


yang sesuai dengan peraturan maupun perundang-undangan tentang wakaf. 


Siapapun boleh mengelola aset wakaf apakah ia perorangan atau lembaga pemerintah 
ataupun non pemerintahan, sepanjang pengelola tersebut dapat memegang amanah untuk 
mengelolanya dan memberikan benefit kepada yang berhak menerima. Sebab sabahat Umar 
bin Khattab ra. pernah melakukan wakaf dan menunjuk dirinya sendiri sebagai pengelola. 
(HR. Muslim). Demikian juga dengan Usman bin Affan ra., juga pemah mewakafkan sebuah 
sumur yang mensuplai air minum untuk penduduk Madinah yang dikelola oleh masyarakat 
tanpa intervensi pemerintah saat itu. Namun demikian, pengelolaan harta wakaf oleh 
pemerintah juga tidak dilarang. Inilah yang dicontohkan dan dilakukan selama periode 
Ottoman yang membentang dari peralihan abad ke 17 hingga permulaan Perang Dunia I pada 
1914, sistem wakaf diubah dari pengelolaan yang didominasi oleh kalangan elit politik dan 


agama, menjadi sistem yang amat dipengaruhi serta dikontrol oleh negara. 


Menurut Muhammad Anas Zarga, Secara konseptual, proyek wakaf uang dapat dibagi 
pada dua kategori, yaitu proyek penyediaan layanan seperti penyediaan pendidikan gratis 
bagi yang membutuhkan, dan proyek peningkatan pendapatan seperti model wakaf shopping 
center dengan system sewa, lalu hasil sewanya digunakan untuk pemeliharaan sekolah. 
Kedua proyek jenis proyek ini memerlukan kriteria tertentu untuk mencapai tujuannya. Untuk 
kategori proyek penyedia jasa, tujuan proyek akan tercapai jika layanan yang disediakan 
dapat dimanfaatkan secara efektif oleh yang membutuhkan, jadi harus menghasilkan socia 
benefit. Sementara untuk kategori peningkatan pendapatan, tujuan proyek akan tercapai jika 
pendapatan yang dihasilkan melebihi target yang ditetapkan atas biaya- biaya yang 


dikeluarkan, jadi harus menghasilkan commercial benefit. 


Di Indonesia banyak ditemui wakaf itu dikelola oleh suatu lembaga yang disebut 
sebagai yayasan. Adapun pemerintah hanya berperan sebagai pencatat registrasi yang mana 
dilakukan oleh Departemen Agama RI. Seiring dengan berkembangnya pengelolaan wakaf di 
Indonesia, dapat dilihat contoh dari lembaga atau yayasan asrama dan masjid Syuhada dan 


wakaf tunai Dompet Dhu'afa Yogyakarta bahwa pengelolaannya masih sangat sederhana. 


Seperti yang diketahui, dimulai sejak bulan September 2002 dengan satu program 
khusus dalam rangka membeli sebidang tanah dan bangunan yang berada di seberang jalan 


depan masjid Syuhada. Karena membutuhkan dana berupa uang tunai untuk itu dibuka 


penerimaan wakaf uang tunai dengan nominal angka minimal Rp.100.000 yang selanjutnya 
wakif akan mendapatkan sertifikat wakaf tunai yang dikeluarkan oleh pengurus yayasan 
asrama dan masjid Syuhada. Uang wakaf tersebut langsung dapat dibayarkan melalui kantor 


di kompleks masjid Syuhada atau dapat juga dimasukkan ke rekening pada Bank Syariah. 


Selain itu, model pengelolaannya belum diterapkan cara-cara tertentu, kecuali uang 
wakaf itu akan dioperasionalkan oleh pengurus yayasan. Dari informasi ini, maka dapat 
disimpulkan bahwa pengelolaan yang masih bersifat sederhana. Hal ini karena masih berupa 
program permulaan dan terbatas untuk kebutuhan jangka pendek, sehingga belum nampak 


arah pengelolaan yang menuju program-program produktif. 


Lain lagi dengan pengelolaan wakaf tunai Dompet Dhu afa bahwa wakaf tunai yang 
telah dikeluarkan diakuinya sebagai penggalian dana wakaf yang masih secara tradisional. 
Maksudnya cara-cara tertentu selain yang telah biasa dilakukan oleh masyarakat selama ini 
belum diterapkan. Namun, di banding dengan wakaf tunai di masjid Syuhada Yogyakarta, 
wakaf tunai Dompet Dhu'afa telah mencanangkan tiga program produktif yang masih dalam 
proses penggalian dana. Pertama, untuk mendirikan Rumah Sakit yang nantinya hasil 
operasionalnya akan terus dikembangkan. Kedua, uang wakaf yang diterima akan dijadikan 


modal usaha ternak domba. Ketiga, uang wakaf didepositokan pada Bank Syariah. 


Dari ketiga program tersebut, semuanya adalah usaha-usaha produktif yang tidak 
boleh habis atau berkurang sedikit pun, sehingga bentuk-bentuk usaha itu nantinya akan terus 
berkembang dan bervariasi serta bermanfaat bagi masyarakat luas dengan menerapkan 
prinsip “substansi dari harta wakaf tidak boleh habis dikonsumsi, namun profit dari uang 


wakaf itulah yang dapat digunakan oleh beneficiary atau penerima manfaat wakaf”. 


Mengkaji dari contoh pengelolaan wakaf seperti telah disebutkan di atas, belumlah 
dapat menjawab bagaimana sebaiknya dan seharusnya wakaf tunai itu dikelola. Upaya 
meningkatkan penggalangan wakaf tunai sesuai dengan peranan wakaf dalam menyediakan 
barang dan jasa publik bagi masyarakat yang begitu luas meliputi pendidikan, kesehatan, dan 


infrastruktur lainnya. 


Ini menunjukkan peranan sosio-ekonomis dari lembaga wakaf yang sangat signifikan. 
Implikasinya adalah bahwa pengelolaan lembaga wakaf tunai harus betul-betul efektif dan 
efisien dengan tolok ukur utama yakni kontribusinya dalarn meningkatkan kesejahteraan 


masyarakat (umat) secara keseluruhan. 


Kontribusi lembaga wakaf dalam pendidikan adalah mampu menyediakan sarana 
pendidikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dari aspek ini sangat jelas dampak yang 
dihasilkan pada bidang pendidikan yaitu semakin terbukanya peluang untuk memperoleh 
pendidikan yang lebih luas. Sehingga lebih banyak anggota masyarakat yang mampu 


mengakses fasilitas pendidikan tersebut. 


Pada akhinya, sumber daya manusia menjadi lebih baik dan mampu meningkatkan 
produktifitas mereka dalam berkarya, sehingga kesejahteraan masyarakat secara otomatis 
akan terangkat. Di sisi lain, sumbangan wakaf dalam bidang kesehatan akan mendorong 
meningkatnya penyediaan layanan kesehatan yang lebih baik. Panti asuhan anak yatim dan 
orang miskin yang bermula dari harta wakaf, juga memberikan kontribusi yang tidak kecil 
bagi upaya menjamin kehidupan orang miskin dan kaum dhuafa, sehingga hal tersebut sangat 
membantu pengembangan kehidupan sosial masyarakat. Dampak positif yang lain sama, 


termasuk bidang infrastruktur. 


Pengelolaan wakaf tunai menjadi penting agar dapat mencapai hasil yang optimal 
melalui pengelolaan yang baik. Dalam mengefektifkan peranan wakaf tunai ini penting untuk 
ditekankan bahwa mekanisme (lembaga) wakaf sebagai salah satu di antara bagian-bagian 
dari sektor sukarela, mempunyai dua fungsi penting yaitu: fungsi distribusi dan fungsi 
manfaat. Fungsi tersebut sama seperti fungsi anggaran negara yang banyak diformulasikan 
dalam konsep keuangan publik (Publik Finance) maupun konsep kebijakan fiskal dalam 
ekonomi makro. Namun demikian, orientasi pengelolaan wakaf tunai tidak dapat begitu saja 
mengadopsi konsep-konsep fiskal, disebabkan adanya perbedaan mendasar baik dalam 
bentuk maupun sumbernya. Wakaf tunai merupakan sumber aset yang memberi manfaat 
sepanjang masa dan dapat menjadi sumber dana perekonomian yang senantiasa produktif dan 
memberi kontribusi finansial bagi rnasyarakat. Oleh sebab itu, lembaga wakaf harus memiliki 
dua jiwa sekaligus yaitu jiwa lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan jiwa lembaga 


keuangan syariah (LKS). 


Sebagai lembaga swadaya masyarakat, lembaga wakaf tunai adalah lembaga 
pemberdayaan yang mempunyai tujuan mulia yaitu memberdayakan sebagian kekayaan 
orang yang mampu agar mewakafkan uangnya dalam rangka amal saleh dan turut 
berpartisipasi mewujudkan ke- sejahteraan masyarakat dengan uang tunai yang diwakafkan. 
Dalam peranan ini, pengelola yaitu “nadzir” harus paham, serta menyatu dengan masyarakat 


dan lingkungannya terutama yang berada di wilayah kerjanya. Nadzir harus tahu persis 


kondisi religius, sosial budaya, maupun ekonomi masyarakat di sekitarnya. Pemahaman yang 
menyeluruh dan mendalam akan membantu dalam mengembangkan program-program wakaf 
runai sehingga akan dapar menyelesaikan problematika secara menyeluruh pula. Di sisi lain, 
nadzir wakaf tunai adalah pengelola keuangan karena menghimpun dan menyalurkan dana 


dari, dan kepada masyarakat berupa wakaf dalam bentuk uang tunai. 


Pada dasarnya, uang tunai yang diterima nadzir, tidak terlepas dari realisasi keimanan 
seseorang terhadap syari ah Islam. Untuk itulah diharapkan nadzir harus bisa mengelola uang 
wakaf yang terhimpun dengan menanamkan pada upaya-upaya pengembangan dana melalui 
investasi secara langsung maupun secara tidak langsung, sehingga uang terus dapat berputar 
dan beredar, serta tetap berfungsi sebagai uang. Terjaga keutuhan dan senantiasa aman 
posisinya, yang akhimya mendatangkan pendapatan yang tinggi, yang sesuai dengan syariat. 
Ada sebuah ungkapan yang mengingatkan pada kita semua, dari sahabat Ali bin Abi Thalib 
ra yang pernah mengatakan bahwa “kebenaran tanpa penataan (manajemen) akan dikalahkan 


oleh kebathilan yang tertata rapi”. 


Dari uraian di atas, dapat diambil suatu pelajaran bahwa nadzir wakaf harus memiliki 
kemampuan manajerial yang baik dan kuat, terutama pada aspek manajemen keuangan yang 


mencakup , perencanaan, pengelolaan, dan pengendaliannya. 


Dengan pengelolaan wakaf produktif yang dijelaskan di atas, maka diperlukan upaya 
mobilisasi yang efektif dan secara empiris dapat meniru model yang telah berhasil seperti 
menerapkan praktek sertifikasi yang mudah dalam pelayanandan penyelenggaraan 
administrasi atau dengan model dana abadi yang dapat ditunjukkan sebagai eksistensi dana 
organisasi yang selanjutnya menjadi dana wakaf tunai. Kemudian dapat juga menerapkan 
model endowment fund yang memberikan contoh kreatif dan inovatif bagi nadzir dalam 
mendesign cara memperoleh dana. Dapat juga menerapkan model donasi yang lebih familiar 
dan telah berlaku di masyarakat yang di dalamnya ada wujud partisipasi sosial yang religius 


serta praktek gotong royong. 
PENUTUP 


Himpunan harta wakaf tunai dalam jumlah nominal yang banyak harus dijaga 
keutuhan dan keamanannya, sekaligus dapat berputar serta berfungsi sebagaimana manfaat 
uang. Namun, apabila dialih fungsikan seperti untuk membeli tanah dan bangunan, maka 


telah berubah menjadi bukan wakaf tunai. Oleh sebab itu, harus dilakukan pengembangan 


yakni melalui berbagai model investasi baik secara langsung maupun investasi tidak 
langsung, dengan memilih langkah-langkah pilihan yang mempertimbangkan tingkat 
keamanan dan keutuhan dana, keuntungan maksimal dan menghindari tingkat resiko yang 


tinggi. 


Distribusi wakaf tunai hanya dapat dilakukan dengan mengalokasikan dana dari hasil 
investasi, adapun uang pokok wakaf harus tetap terjamin, senantiasa berputar dan produktif. 
Kemudian untuk mencapai tingkat manfaat maksimal, maka diperlukan program-program 
distribusi dengan mengalokasikan pembiayaan atau bantuan untuk pengembangan sektor riil, 
baik yang bersifat produktif, seperti pinjaman kredit mikro atau untuk subsidi 
penyelenggaraan pendidikan, serta pembiayaan atau bantuan yang dapat langsung menyentuh 
untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif masyarakat, seperti layanan kesehatan gratis dan 


beasiswa pendidikan bagi dhuafa. 
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